


Menetapkan 

4 Pcraturan Pcmcnnt.ah Nomor 12 Tahtm 2019 ,.,,~ 
Pengelolaan Kcuangan Oa,CTah (l.anhaga N~n, Pepub..L 
lndoneina Tahun 2019 Nomor 42. Tamba.luin u:mt,aran 
Ncg;ua Republik Indonesia Nomor ">322) 

5. Pcraturan Mcntcn OaJam Negcn Nomor 77 Tamm :l<J'l<J 
tcntang Pedoman Tcknis Pcngelolaan Kl:uang;m Daeran 
(Bcnta Negara Rcpubbk Indonesia Tahun 2020 Hornor 17-sl . 

6. Pcraturan Mcntcri Kcuang;m Nmnor 215/PMK.07/2021 
tentang Pcnggunaan, Pcrn.antauan, d.:.n Evaluasi Dana 
Has,I Cuka, Hasil Tembakau (Bent.a Neg;ua Rq,ublik 
Indonesia Tahun 2021 Hornor 1513), 

MEMtmJSKAN' 

PERATURAN BUPATI TEN'TAHO PETUNJUK TEJ<N'IS PEMB£RIAJ, 
BANTUAH LAJIIOSUNO TUNA! YAHO BERSUMBER DARI DA.'4>. 
BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimak.sud dcng,an : 
I. Dacrah adaJaJ, Kabupatcn Orobog;ln. 
2. Bupati adalah Bupati Grobog;ln. 
3. Pcmcri.ntah Daerah adaJah Bupati sebaga.J unsur 

penyelengg;ua pemerintahan Daerah yang memunpm 
pclaksanaan urusan pcmcrintahan yang mcnjadi kewcnangan 
Daerah otonom. 

4. Perang)cat Daerah adaJah unsur pcmbanru Bupati dan Dewan 
PerwaJcilan Rakyat Daerah dalam penyclenggaraan u.ru.san 
pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah. 

5 Dinas Sosial adaJah Perang)cat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangka1 
Daerah yang melaksanakan urusan pemcrintahan di bidang 
tenaga kerja dan transmigrasi. 

7. Dinas Pertanian adalah Pcrang)cat Dacrah yang 
melaksanakan urusan pcmerintahan di bidang pcrtanian. 

8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembak.au yang selanjutnya 
dising)cat DBHCHT adaJah bagian dari transfer kc daerah yang 
dibagjkan kepada lcabupatcn pcnghasil cukai dan/atau 
lcabupatcn pcnghasil tembak.au sebesar 2% (dua persen) dan 
pcnerimaan cukai. 

9. Bantuan Langsung Tonai yang selanjutnya dising)ca1 BLT 
adaJah program banruan Pemerintah/Pcmerintah Daerah 
dcng,an pemberian uang tunai kcpada masyarakat sesuai 
dengan kctentuan peraturan dan perundang.,.n yang berla.ku 

JO. Buruh adalah orang yang bekcrja untuk orang lain dengan 
mendapal upah. 

J I. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industn 
rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengcpak. quali1y 
control, buruh gudang bahan balru dan buruh gudang bahan 
Jadi (untuk Sigarct Krctck Tangan), tcnaga kerja yang tcrkait 
lang..,ung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku 
dan huruh gudang bahan jadi (untuk sigarct kretek mesin, 
s1garct puuh mcsin, ceru1u, tcmba.k.au iris, kcl.cmbak 
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Pusul 2 

(I) Muksud ditetupkunnyu Pcrulumn Bupati ini yailu unluk 
membcrikun pedoman dolum peluksonaan pcmbcriun BLT yu111( 
bcrsumbcr dari DBHCIIT di Ducruh. 

(2) Tujuun dilctopkannyn Pcruturan Bupnli ini untuk 
mewujudkun lcrluksa11annyu kcgiatun pcmbcriun BLT yang 
bcrsumbcr dori DBHCIIT kcpado Buruh Tani Tembukuu 
dan/atau Buruh Pabrik Rokok di D,wrnh sec-urn cfeklif dun 
lcpat sasaran. 

Pusal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mcliputi: 
a. pelaksanaan kegiatan; 
b. pengclola kcgiatan pcmbcrian BLT; 
c. pcngawasun, monitoring dun evuluasi sertu pcluporan; dnn 
d. pembiayaon. 

BAB II 
PELAKSANMN KEOIATAN 

Bagian Kcsatu 
Umum 
Pasal 4 

(I I Pemcrintah Dacrah mcmbcrikan BLT yang bcrsumbcr duri 
DBHCHT. 

(2) BLT scbaguimana dimuksud pada uyal (I) dibcrikan kcpadn 
pencrima manfaat. 

(3) Pcncrima manfaat scbagaimana dimaksud podo nynt (2) 
meliputi Buruh Tani Tcmbukau dan/atau Buruh Pobrik Rokok 
yang memcnuhi pcrsyaratan. 
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(4) Pcmberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
di.lakukan berdasarkan pada usulan dari pcmcrintah dcsa, 
kclurahan atau pabrik rokok. 

Bagian Kcdua 
Pcrsyaratan Pcnerima, Bcsaran dan Tahapan Pcmberian BLT 

Pasal 5 

Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang 
menerima BLT wajib memenuhi pcrsyaratan sebagai berikut: 
a. diprioritaskan bagi yang telah terdaftar dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial; 
b. memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Daerah; 
c. mempunyai surat ketcrangan sebagai Buruh Tani Tembakau 

dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau surat keterangan 
sebagai Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok; 

d. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan; dan 

e. diutamakan bagi keluarga penerima manfaat yang belum 
menerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, 
Pemerintah Provinsi Jawa Tcngah, pemerintah 
kabupaten/kota lain dan/atau bantuan langsung tunai yang 
berasal dari dana dcsa. 

Pasal 6 

BLT diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000,00 
(tiga ratus ribu rupiah) per bulan. 

Pasal 7 

(I) BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik 
Rokok diberikan selama 5 (lima) bulan, yang disalurkan dalam 
2 (dua) tahap. 

(2) Tahapan pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan sebagai berikut: 
a. tahap I disalurkan pada Bulan Juni dan Juli; dan 
b. tahap lI disalurkan pada Bulan Agustus, September dan 

Oktober. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Pemberian BLT 

Pasal 8 

(I) Pemberian B~ T dilakukan d~ngan mekanisme sebagai berikut: 
a. Dmas Sos1al menyampaikan surat pemberitahuan kepada 

cam~t ;-mtuk_ menugaskan kepala desa/kelurahan yang 
menJad1 lokas1 pelaksanaan kegiatan pemberian BLT, untuk 
mela.kukan pendataan Buruh Tani Tembakau dan/atau 
Buruh Pabrik Rokok di wilayahnya; 

b. berdasarkan pada surat pemberitahuan sebagaimana 
d1maksud pada huruf a, kepala desa/kelurahan melakukan 
pendataan sekaligus veriflkasi dan validasi untuk 
memastikan calon penerima BLT memenuhi persya.ratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
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c. dalam mclakukan verifikasi dan validasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, kepala desa/kelurahan didampmg1 
oleh unsur Perangkat Daerah terkait; 

d. daftar calon penerima BLT yang telah divalidasi dan 
diverifikasi diusulkan oleh kepala desa/kelurahan kepada 
Dinas Sosial melalui carnal untuk ditetapkan sebagai data 
penerima BLT; 

e. berdasarkan usuian sebagaimana dimaksud pada huruf d, 
Dinas Sosial melakukan: 
I) verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT 

dari usulan Kelurahan/Desa; 
2) rekapitulasi data usulan dari Kelurahan/Dcsa; dan 
3) finalisasi tcrhadap usulan calon penerima BLT yang akan 

menjadi data tetap penerima BLT DBHCHT. 
f. daftar calon penerima yang telah divalidasi, diverifikasi dan 

difinalisasi oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada 
huruf e ditetapkan menjadi data Penerima BLT yang 
bersumber dari DBHCHT dengan keputusan Kepala Dinas 
Sosial; 

g. data Penerima BLT yang sudah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada huruf f diserahkan kepada lembaga 
distribusi/penyalur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 
melakukan transfer dana BLT kepada penerima; dan 

h. lembaga distribusi/penyalur wajib menyalurkan BLT yang 
bersumber dari DBHCHT kepada penerima manfaal paling 
lama 14 (empat belas) hari setelah menerima data penerima 
BLT yang telah ditetapkan dan transfer dana dari Dinas 
Sosial. 

(2) Dalam hal pada saat proses penyaluran, terdapat penerima BLT 
yang sudah meninggal dunia, BLT tetap dapat diterimakan 
kepada ahli warisnya. 

(3) Dalam hal pada saat proses penyaluran, penerima BLT tidak 
berada di tempat, BLT dapat diterimakan kepada anggota 
keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama. 

BAB Ill 
PENGELOLA KEGIATAN PEMBERIAN BLT 

Pasal 9 

Pengelola kegiatan pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau 
dan/atau Buruh Pabrik Rokok terdiri dari: 
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
b. Dinas Sosial; 
c. Dinas Pertanian; 
d. lembaga distribusi/penyalur; dan 
c. pendamping. 

Pasal 10 

Dalam pengelolaan kegiatan pemberian BLT, Dinas Tenaga Kcrja 
dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 
bertugas membantu mengoordinasikan semua kegiatan 
pemberian BLT yang bcrsumber dari DBHCHT di Daerah. 
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Pawl 12 

Dnlnm pcnl(clol:.u111 kcgiolon pemberion BLT, Dinos Pen.anian 
scboi:nimonu dirnuksud datum Pasal 9 hurur c bertugas: 
a. mcnl(oordinusikun data kcluurga pencrima manfaal; . 
b. mcluk,mnukan pcmulakhirun data kcluarga pencnmu 

munroul; 
c. mcnyiopkun odminislrnsi pclaksanaan pemberian BLT yang 

bcrsumber clori OBHCHT; 
d. mcnso,..ialisasikun pelaksanaan pemberian BLT yang 

bcrsumbcr dari DBHCHT; 
c. mclakukan monitoring clan cvaJuusi pelaksanaan pcmberian 

81,T yang bcrsumbcr dari DBHCHT di lingkul Kecamalan dan 
Dcso/Keluruhan; clan 

f. mencrimo clan mcngoordinasikan pcnyclcsaian pcngaduan 
musyarakal. 

Posa! 13 

(I) Dalom pcngclolnon kegialan pcmbcrian BLT, lembaga 
dislribusi/penyaJur scbagaimana dimaksud daJam PasaJ 9 
hurur d bcrtugas: 
tl. mcmproscs penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT 

kcpuclo Buruh Tani Tcmbakau dan/alau Buruh Pabrik 
Rokok dan mcnyalurkannya kc alamal pcnerima BLT 
clan/olau titik komunilas tcrkecil di balai desa/kclurahan 
atau di lokasi pabrik rokok paling lama 14 (empat bclas) 
hari setclah tcrbil Surat Pcrintah Pcncairan Dana; 

b. mcloporkon husil dislribusi/pcnyaJuran dan capaian 
rcalisusi pcnyaluran BLT yang bcrsumber dari DBHCHT 
kcpadu Dinas Sosial scca.ra reall'ime; 

<". mclakukan rckonsiliasi dula penyaluran BLT dcngan Dinos 
Susiol; 

d. mclnporkan kcndo.la/pcrmasalahan dalam penycrahan 
BLT;dan 



<" mt"laporkan pt"nynlumn BLT y-ong ocrs11mbcr dnri DBHCI IT 
~ra kcseluruhan kepada Kt"paln Oi11as Sosial. 

(21 Lembaga dJstnbus.i J)("nyolur bcrtanggtm!!,jnw-:ib Stt_nm penuh dalam proses penyalumn BLT ynng tx-rsumbt"r dnn DBHCIIT 
kc-pada Buruh Tam Tcmbakau Ottn/ Atuu Ouruh Pabrik Rokok 
dt Da<"rah. 

Pasal 14 

(1) Pendamping J>=yaluran BLT yang bcrsumber dari DBHCHT 
scbagaimana dJmaksud dalam Pasal 9 huruf e berasal dari 
tcnaga kt>scjahtc-raan sosial kecamatan. 

(2) Dalam ha! tcnaga kescJahtc-raan sosial kecamatan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (11 mcninggal dunin atau 
karcna ha! lain mcnycbabkan tenaga kescjahtcraan sosinl 
kl"Camatan udak dapat mcndampingi. maka unsur potensi 
sumbcr kcscjahtcraan sosial dapat ditunjuk sebagai 
pc-ndampmg. 

(3) Pcnunjukan tcnaga kescjahtcraan sosial kecnmatan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (11 atau unsur potensi 
sumbcr kescjahteraan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat 
(21 scbagai pendamping penyaluran BLT yang bersumber dari 
DBHCHT ditetapkan oleh Kcpala Dinas Sosial. 

(4) Pcndamping Pcnyaluran BLT DBHCHT scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bcrtugas: 
a. melakukan koordinasi dcngan lcmbaga distribusi/penyalur 

terkait 1•,aktu pclaksanaan penyaluran bantuan dan 
mengmfonnasikannya melalui kcpala dcsa/lurah atau 
bagi,m sumbcr daya manusia di pabrik rokok; 

b. mcnyetorkan kembe.li BLT yang gaga! disalurkan ke rckcning kas Dacrah; dan 
c. melaksana.kan monitoring dan cvaluasi pada saat proses 

pcnyaluran BLT yang dilaksana.kan oleh lembaga distribusi/ pcnyaJur. 

BAB IV 
PENGAWASAN, MONITORJNG DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Penga'll.--asan 

Pasal 15 

(I) Bupati melakukan pengawasan penyaluran BLT yang 
bcrsumber dari DBHCHT. 

(2) Pcngawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch lnspcktorat Dacrah. 
(3) lnspcktorat Dae-rah melaporkan hasil pclaksanaan pcngawasan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (l) sccara bcrkala maupun 
scwaktu-waktu jika dipcrlukan. 
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Bagian Kedua 
Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 16 

(1) Bupati melakukan monitoring penyaluran BLT kepada Buruh 
Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok untuk 
mengetahui perkembangan serta kendala/ permasalahan yang 
terjadi. 

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan 
sejak direncanakannya kegiatan sampai dengan berakhirnya 
pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 17 

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyaluran BLT yang 
bersumber dari DBHCHT untuk mengetahui hasil pelaksanaan 
serta mengatasi kendala/ pennasalahan yang dihadapi. 

Pasal 18 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pengelola kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

BABV 
PELAPORAN 

Pasal 19 

(1) Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan BLT yang 
bersumber dari DBHCHT secara keseluruhan kepada Bupati. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. 

BAB VI 
PEMBlAYAAN 

Pasal 20 

(1) Biaya pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau 
Buruh Pabrik Rokok di Daerah, dibebankan pada DBHCHT. 

(2) Sela.in berasal dari DBHCHT, pemberian BLT kepada Buruh 
Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dapat berasal 
dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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